



BAB I  
PENDAHULUAN  
  
A. Latar Belakang  
Indonesia termasuk dalam negara hukum, sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum telah membawa Indonesia 
menjadi negara hukum modern yang berkembang pesat hingga sekarang ini. 
Tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu : membentuk suatu pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan 
kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi terhadap 
tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, 
berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi 
peran pemerintah untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara 




Kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha 
mencapai tujuan Nasional. Kelancaran penyelengaraan tugas dan 
pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara 
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khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat 
hukum, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai 
Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi 
masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata 




Sebagai Aparatur pemerintahan ASN mempunyai salah satu peran 
yang penting dalam tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 
pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara 
melakukan perannya sebagai aparatur pemerintah dengan memberi pelayanan 
publik. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, 
dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan 
Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan 
antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan 
dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam 
rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang 
dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola 
pemerintahan yang baik.
3
 Pegawai Aparatur  Sipil Negara bersadarkan Pasal 1 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
menyatakan bahwa: 
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai pegawai yang diangkat 
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) ialah  pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian 
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan.  PNS selaku pegawai ASN adalah pegawai pemerintahan untuk 
melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas 
pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan 
pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. 
Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik.
4
 PNS yang 
bertugas memberikan pelayanan publik di tingkat daerah yang biasa disebut 
dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan salah satu element 
penting yang menjadi ujung tombak dari pemerintah, idealnya dalam 
melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus sesuai dengan kaidah 
good and clean governance dimana baik semua element termasuk pegawai 
wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersih sehingga 
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pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan kualitas 
pelayanan yang diharapkan. Good and clean governance dalam pelayanan 
publik kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik, ketika para Pegawai 
Negeri Sipilnya mempunyai etika kedisiplinan seorang pegawai. Sesuai 
dengan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dipertegas oleh peraturan pelaksana 
berupa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sispil menegaskan tentang disiplin PNS 
yang memuat secara jelas tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan 
yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua PNS. Penjatuhan hukuman disiplin 
dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar 
yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak 
mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.  
Oleh karena itulah, sangat penting artinya bagi setiap pejabat yang 
berwenang menghukum untuk memperhatikan dan melaksanakan mekanisme 
atau tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan benar 
dan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan maupun asas-asas 
umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dengan demikian jangan sampai 
menimbulkan adanya perlakuan tidak sama terhadap Pegawai Negeri Sipil 
dalam pembinaan disiplin.  
Permasalahan kedisiplinan ASN khususnya kedisiplinan PNS hingga 




yang banyak dilansir media massa baik cetak maupun elektronik, 
menyebutkan adanya PNS di Jawa Tengah meninggalkan tempat tugas tanpa 
ijin pimpinan. Berbagai sangsi terhadap pegawai yang terkena razia 
penegakan disiplin telah dikenakan sangsi kedisiplinan.
5
 Pelanggaran maupun 
permasalahan kedisiplinan pegawai telah menghambat fungsi pelayanan 
pemerintah provinsi jawa tengah akibat adanya oknum PNS di jawa tengah 
yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal.  
Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air  Serang Lusi Juana 
pelaksana dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang 
Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Balai PSDA Seluna Jl.Kudus-
Jepara Km 4 Kudus yang meliputi Wilayah kerja di 5 (lima) KOPERBAL 
(Koordinator Perwakilan Balai ) yaitu Koperbal Juana di Pati, Koperbal 
Wil.Randugunting di Rembang, Koperbal Wilayah Lusi di Blora, Koperbal 
Wilayah Serang di Grobogan, Koperbal Wilayah Wulan di Demak.
6
 Tugas 
dari Balai PSDA SELUNA menangani Pamantauan Air dari induk 
Kedungombo sampai Jaringan irigasi ( sekunder) ke Jaringan Irigasi primer. 
sedangkan Jaringan primer ditangani oleh Kabupaten. Pegawai Balai PSDA 
SELUNA yang berstatus PNS berjumlah 102 pegawai. Kinerjanya di Balai 
PSDA SELUNA masih terdapat pelanggaran terutama pada tingkat kehadiran 
Pegawai Negeri Sipil di Balai PSDA SELUNA hanya mencapai 82%, dengan 
demikian masih ada beberapa pegawai negeri sipil yang kedisiplinan terutama 
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datang terlambat, membolos kerja. Sangsi yang diberikan kepada PNS yang 
melanggar diharapkan dapat menimbulkan efek jera. 
Berdasarkan pemaparan diatas, untuk mengetahui pelaksanaan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan disiplin kerja 
pegawai di lingkungan Balai PSDA SELUNA Kudus, maka penulis 
memfokuskan untuk meneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi “Penegakan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai PSDA SELUNA Untuk Penilaian 
Kinerja Pegawai”.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan disiplin untuk penilaian kinerja 
pegawai di lingkungan Balai PSDA SELUNA?  
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan penegakan dalam 




C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian ini 




1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di 
lingkungan Balai PSDA SELUNA.  
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
penegakan disiplin kerja pegawai di lingkungan Balai PSDA SELUNA. 
D. Kegunaan Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :  
1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai 
penegakan disiplin kerja pegawai di Lingkungan Balai PSDA SELUNA.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan 
berharga bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan masukan atau 
menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kedisiplinan serta 
menegakkan kedisiplinan di lingkungan kerjanya.  
E. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dan mempelajari skripsi ini, sebagai gambaran 
untuk dapat memahami isi dari skripsi ini akan diberikan gambaran bab demi 
bab. Adapun uraian bab demi bab dari penulisan skripsi secara sistematis 
dapat diperinci sebagai berikut : 
Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan pengantar skripsi 
untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, dengan menguraikan latar 
belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian serta sistematika penulisan. 
Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga (4) sub 




membahas masalah tentang hukum administrasi negara yang didalamnya 
terdapat istilah dan kedudukan hukum administrasi negara, ruang lingkup 
hukum administrasi negara, dan sanksi dalam hukum administrasi negara. 
Sub bab C membahas tentang pegawai negeri sipil yang didalamnya terdapat 
definisi pegawai negeri sipil, hak-hak pegawai negeri sipil dan kewajiban 
pegawai negeri sipil. Sub bab D tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil 
yang didalamnya terdapat definisi disiplin kerja, disiplin kerja pegawai negeri 
sipil dan dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil. 
Bab III merupakan bab metode penelitian yang berisi penggambaran 
yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang 
diberlakukan dalam skripsi ini. Isi dari bab III ini terdiri dari : jenis 
penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
teknik pengumbulan data, analisis data. 
Bab IV merupakan bab yang memuat hasil dari penelitian dan 
pembahasan yang merupakan isi (inti) dari skripsi ini. Dari hasil penelitian 
yang didapat kemudian dibahas dalam suatu bagian yang tidak terpisahkan. 
Bab IV ini membahas tentang pelaksanaan penegakan disiplin kinerja untuk 
penilaian kinerja pegawai di Balai PSDA SELUNA dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di Balai PSDA 
SELUNA. 
Bab V merupakan bab penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan 
sub bab saran. Sub bab kesimpulan berupa kesimpulan yang menjawab 




kemudian sub bab saran yang bertujuan untuk diberikan saran sebagai bahan 
pertimbangan untuk mendapatkan jalan keluar atau sebagai kontribusi 
terhadap pihak yang berkompeten maupun ilmu pengetahuan hukum 
khususnya dalam ilmu hukum administrasi negara dalam penegakan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil  
 
